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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/Per/M.KUKM/IX/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan status kelembagaan dan

tertib administrasi badan hokum koperasi sesuai

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian dan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2),

dan lampiran huruf q Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

dilakukan penyempurnaan system dan prosedur

pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan

anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan

peleburan serta pembubaran koperasi agar dapat

memberikan kepastian hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan

MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia tentang Kelembagaan Koperasi.

c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Rapat Anggota

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,

perlu pengaturan mengenai Penyelenggaraan Rapat
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Anggota Koperasi yang dapat dipedomani oleh para

pemangku kepentingan koperasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah tentang Penyelenggaraan Rapat

Anggota Koperasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1994 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian

dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia

Nomor 3540);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1994 tentang

Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3549);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3591);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1998 tentang

Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
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7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor : 62 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 106);

9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah Nomor : 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006

tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi

Indonesia;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang

Kelembagaan Koperasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT

ANGGOTA KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan

orang seorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

yang berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian.

2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh

dan beranggotakan orang seorang.

3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan

oleh dan beranggotakan koperasi.
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4. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh

pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan

pengawas.

5. Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang

diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang

mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang

wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

6. Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah

bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, yang

berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna

jasa/pelanggan koperasi.

7. Kuorum adalah jumlah minimal peserta rapat yang

hadir yangharus dipenuhi untuk sahnya pelaksanaan

Rapat Anggota.

8. Musyawarah dan mufakat adalah cara pengambilan

keputusan rapat berdasarkan pada pembahasan

bersama dengan maksud mencapai kata mufakat

tanpa melalui voting.

9. Voting adalah keputusan bersama yang melalui

pemungutan suara dengan suara terbanyak.

10. Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang

bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi

untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta

mewakili koperasi baik di dalam maupun diluar

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

11. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang

bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada

pengurus.

12. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi

koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat

terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan

koperasi.

13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
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dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah

Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

17. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Notaris atau berdasarkan undang-

undang lainnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini merupakanacuan kepada gerakan

koperasi dan masyarakat dalam penyelenggaraan Rapat

Anggota koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan
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